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ABSTRAK

Dewa Nyoman Ardiana, 201810117003, Harmonisasi Peran Notaris Sebagai
Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), 2020.

Peran Notaris diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan
Notaris yang mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang
menentukan lain. Namun demikian, Notaris juga diberikan kewenangan sebagai
pelapor transaksi keuangan mencurigakan yang diatur oleh PP No. 43 Tahun
2015, sehingga tidak adanya harmonisasi peran notaris sebagai pelapor transaksi
keuangan mencurigakan.

Rumusan masalah mengenai pengaturan Notaris sebagai pelapor transaksi
keuangan mencurigakan dalam dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan
UU Jabatan Notaris dan penerapan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan
mencurigakan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Skripsi ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data yang
digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan tentang pengaturan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan
mencurigakan dalam dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU
Jabatan Notaris tidak harmonis atau sinkron dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) jo
Pasal 16 ayat (1) yang menjelaskan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala
sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang
menentukan lain. Penerapan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan
mencurigakan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menimbulkan
ketidakharmonisan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dimana dalam
UU Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan
Kliennya tetapi pada PP 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan kedudukannya
dibawah undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai
Pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Saran mengenai agar Notaris tidak
diterapkan sebagai pelapor karena Notaris tidak ada fungsi melapor.

Kata Kunci : Notaris, Pelapor, Transaksi Keuangan Mencurigakan
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ABSTRACT

Dewa Nyoman Ardiana, 201810117003, Harmonization of the Role of Notaries as
Reporting on Suspicious Financial Transactions (TKM), 2020.

The role of the Notary is regulated in Article 4 and Article 16 paragraph (1) letter
f of the Notary Position Law which requires the Notary to maintain the
confidentiality of all matters concerning the deed he made and all information
obtained for making the deed in accordance with the oath of office appointment
unless the law stipulates otherwise. However, the Notary was also granted
authority as a reporter on suspicious financial transactions regulated by PP No.
43 of 2015, so there is no harmonization of the role of the notary public as a
reporter on suspicious financial transactions.

Formulation of problems regarding the regulation of Notaries as suspicious
financial transaction reporters in suspected money laundering crimes under the
Notary Position Law and the application of Notaries as suspicious financial
transaction reporters based on PP Number 43 of 2014 Reporting Parties in
Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. This thesis uses a
normative legal research method with the data source used is secondary data and
is analyzed qualitatively.

Conclusions regarding the arrangement of a Notary Public as a reporter of
suspicious financial transactions in the alleged crime of money laundering based
on the Law of Notary Position is not harmonious or synchronous with the
provisions of Article 4 paragraph (2) jo Article 16 paragraph (1) which explains
the Notary to maintain the confidentiality of everything concerning the deed he
makes. and all information obtained for making the deed in accordance with the
oath of office appointment unless the law stipulates otherwise. The application of
a Notary Public as a reporter on suspicious financial transactions based on
Government Regulation Number 43 of 2014 Reporting Parties in Prevention and
Eradication of Money Laundering Acts creates disharmony in the hierarchy of
laws and regulations where in the Law of the Notary Public Office regulates the
obligations of the Notary Public to maintain the confidentiality of his clients. The
Reporting Party in the Prevention and Eradication of Money Laundering Acts
which is his position under the law gives authority to the Notary Public as a
Reporter of suspicious financial transactions. Suggestions for notary not to be
applied as a reporter because Notary has no reporting function.

Keywords: Notary, Reporter, Suspicious Financial Transaction
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MOTTO

JAWABAN SEBUAH KEBERHASILAN ADALAH TERUS BELAJAR

DAN TAK KENAL PUTUS ASA

PERSEMBAHAN

“KARYA TULIS ILMIAH INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA
MASYARAKAT INDONESIA, SEMOGA BISA MEMBERIKAN
PENGETAHUAN UNTUK MEMAJUKAN HUKUM DI INDONESIA”
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